BAB IV
TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERALIHAN HAK

ATAS TANAH MENURUT U.U.P.A DAN HUKUM ISLAM

Tinjauan Hukum Tentang Sebab Peralihan Hak Atas Tanah

Sebab-sebab peralihan hak atas tanah diwilayah
kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini hanya berupa -
Jual beli, tukar menukar hak milik, penghibahan hak
milik.

Adapun tentang jual peli yang dimaksud adalah
suatu pemindahan hak atas tanah, yaitu untuk meng-

alihkan suatu hak atas tanah kepada piihak lain,

Menurut Peraturan Menag ( Menteri Agraria ) da
lam pasal 1 nomor 14 tahun 1961 mencantumkan??emindah
an Hak" ialah jual beli termasuk pelelangan di muka
umum, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat
pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang di-
maksudkan untuk mengalinkan suatu hak atas tanah ke-

pada pihak lain.

Kalau yang menjadi sebab peralihan hak atas
tanah yang dilakukan oleh masyarakat babat Kabupaten
Lamongan itu jelas berupa jual beli, tukar menukarhak

milik, pengnibahan hak wmilik, maka hal tersebut se-
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cara formal tidak berteutangan dengan ketentuan UUPA.

Adapun tinjauan hukumnya menurut bhukum Islam
tentang yang menjadi sebab peralihan hak atas tanah
yang tersebut, yaitu akad-akad yang berupa jual beli,
tukar menukar hak milik, penghibahan hak milik, maka

hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Karena Islam memberikan kebebasan kepada macam=-
macam akad dan tidak mensyaratkan mengambil bentuk ter-
tentu, tetapi dengan cara apa saja yang penting dapat
menunjukkén adanya ijab dan qabul. (Abmad Muhammad Al-
Assol, 1980 : 183)

Hanya saja Islam memberikan ketentuan dalam pe-

laksanaan akad, antara lain :

a., Akad-akad Islam tidak akan sempurna kecuali bila ber
laku dengan suka-sama suka dan manfaat antara kedua
belah pihak penyelenggara akad. (Ahmad Muhammad Al-
Assol, 1980 : 183)

b. Islam tidak mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi
terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara
sekalian manusia. (Ahmad Muhammad Al-Assol, 1980
183)

Maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu

dikuatkan dengan tulisan dan saksi, khususnya untuk
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akad-akad jarak lama, akad-akad hutang piutang, agar hak
masing-masing orang dapat terjamin, agar orang ternindar
dari perebutan dan kekhilafan, dan agar mereka dapat me-
negakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham
dan pertengkaran. (Ahmad Muhammad Al-assol, 1380 : 183)
Allah Swt. berfirman :

-63"‘;3(}&5‘”"&)”}“2’{(‘:4’3‘5""“)—'/“0133\\64\\:
Artinya : (r’N‘ : 5-}.«“)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-
muamalat tidak secara tunal untuk waktu yang ditentu
kan, hendaklah kamu menuliskannya.
( Al-Qur'an 2 : 282)

c. Akad-akad harus dapat mewujudkan keadilan diantara ke

dua belah fihak penyelenggara akad dan harus jauh
dari penganiayaan. (Anmad Muhammad Al-Assol, 1980

190)

Akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujud
kan keadilan dan menjauhkan dari penganiyaan. Sebab pada
asalnya harta seorang muslim lain itu tidak halal keaundi
jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya akan
akan tetapi hatinya itu tidak akan suka kecuali apabila
ia berikan miliknya itu, dengan kerelaan bukan terpaksa

dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh.

d. Semua akad ( kontrak ) dan muamalah harus dapat me-
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realisir tujuan-tujuan sariat dalam itadat dan

akhlak. ( Ahmad Muhammad Al-Assol, 1980 : 185 )

Semua akad dan muamalat mewvawakan tujuan-
tujuan syariat dengan mewujudkan masdahat-maslahat
manusia dalam dunia usaha dan tuxar menukar manfaat,
dan memudabkan sarana Kehidupan dengan syarat tidak
terlepas dari usaha mensucikan kehidupan manusia,
dengan mengagungkan syiar-syiar Allah dan menegakkan
prinsip-prinsipnya, memelihara akhlak yang baik dan
budi pekerti yang mulia, dan tidak merusak hubungan
persaudaraan atau meruntuhkan salah satu nilai dari
nilai-nilai Islam yang mulia. Tetapi apabila akad-
akad dan muamalat-muamalat itu telah berbuat lain
dan hendak menuju kepada batas-batas dan budi peker-
ti ini, maka sebenarnya akad-akad dan muamalat-
muamalat itu telah dikuasai Setan dan termasuk pe-
rangkap-perangkap cara-cara usaha yang rendah.

( Ahmad Muhammad Al-Assol, 1980 : 183 )

Tinjauan Hukum Tentang Tata Cara Peralihan Hak Atas

Tanah

Dalam membahas tinjauan hukum tentang cara
peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh ma-

syarakat Kecamatan Babat.
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Yang dimaksud peralihan hak disini adalah setiap
transaksi yang bermaksud mengalihkén suatu hak atas
tanah baik berbentuk jual beli, nibah maupun tukar-me-

nukar harus dilaksanakan dengan suatu akte pejabat.

bDalam hel ini timbullah permasalahan,oleh karena
selama tanah tersebut belum mempunyai sertifikat ( Buku
Tanah ), maka tidak mungkin pula dilaksanakan pemindah-
an nak dengan suatu akte pejabat. Dengan demikian maka
diwilayah dimana belum bersertifikat, maka berlangsung-
lah prosedur biasa yang mereka lakukan, yaitu dilakukan
diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh yang
bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Kampung / Kepala

Desa.

Tidak ada yang meragukan hak dari pada pemilik-
nya sungguhpun secara formil belum dibenarkan oleh per-

aturan yang ada.

Dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada ketentuan
secara tegas tentang cara peralihan hak atas tanah.
Islam hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang tertuju
kepada terjadinya hak-hak dan tegaknya keadilan di-
antara sekalian manusia, menghindari adanya penganiaya-
an dan paksaan harus terjadi suka-sama suka dan adanya
manfaat antara kedua belah fihak, penyelenggara akad,

pada pokoknya semua akad dalam muamalat harus didasar-
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kan untuk dapat merealisir tujuan-tujuan syariat dalam

ibadat dan akhlak.

Dari itulan lslam melarang sejumlah akad dan
muamalat yang mengandung banyak kKerusakan dan penye-

lewengan, antara lain

a. Islam melarang jual-beli pada saat azan dikumandang-
kan, terutama dihari jum'at, agar §alat itu mendapat
kan perhatian, khusus pelaksanaannya atas setiap
muslim yang berada dinegerinya sendiri dan tidak
dalam keadaan uzur yang digunakan syara'. ( Ahmad
Muhammad Al-Assol, 1930 : 190 )

Allah gswt. berfirman ;

WUZ,.},WJ_/“"“}MG’J’;" “J"j—'/“\()jbj\\v,_/‘l:
. éu_)\g_u{’/'fé\{@\,:%—g/‘) L&_,-'—J‘)’)b_ﬁ’ fn‘j')ﬂ
Artinya : ( 9 % wd))

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru
untuk menunaikan sewbahyang pada hari Jum'at,
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah
dan tinggalkanlah Jual-beli, yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui,
(Al-Qur'an 62 ; 9)
b. Islam melarang jual beli seseorang atas jual - beli
saudaranya, sebab hal itu akan menimbulkan pelanggar
an atas hak yang sudah ada pada pembeli yang pertama

Hal ini akan merusak kepercayaan diantara penjual
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dan pembeli, menimbulkan rasa dendam dalam hati dan
menyesatkan dada dengan menyalakan api permusuhan
dan kemarahan, hal yang tiada dirido'i Islam.

( Ahmad Muhammad Al-Assol, 1980 : 194 )

QQJ’)\f{AéL,Z:fT/fc)ﬁTA_,/C"%}rAj)JWP;&Lljkﬂzd)crgﬂ
ad> ) bty s ar i et B3 N sV ) sl
L) LI e G Wb E N Sl v g ann

Artinya :

Rasulullah sSaw. telah melarang orang kota ber-
jual-beli sesuatu kepada orang dusun padang pa-
sir, dan janganlah kamu sekalian saling unggul-

mengungguli, dan jangan hendaknya orang lelaki
berjual~beli atas jual-beli saudaranya, Jjangan
pula meminang atas pinangan saudaranya, & jangan
hendaknya orang wanita meminta agar dicerai sau-
darinya esupaya ia dapat memenuhi apa yang ada
pada wadahnya. (Sayid Imam Muhammad bin Ismail ,
1059 : 22 - 23)
Islam melarang menjual sesuatu yang oleh pembelinya,
akan digunakan untuk hal yang diharamkan Allah, atau
menjadi penyebab sesuatu yang aiharamkan, maka di-
larang menjual anggur kepada orang yang akan mem-
bikinnya jadi Arak, atau menjual senjata kepada pen=-
curi yang akan mereka gunakan untuk uwenimbulkan huru

hara, atau buat membiayai rumah pelacuran atau per-

Judianndan:semisainya. ( Ahmad Muhammad Al-Assol .

1980 : 195 )

Rasulullah Saw. bersabda :



64

V7 g i (et 57 GBI LA L) e

%;y)r/u\ﬁ;»w
Artinya :

Barang siapa menahan Anggur dimusim panen se-
hingga dapatlan ia meanjualnya Kepada orang
yang akan membikinnya jadi Arak, maka benar-
benar ia telah menceburkan diri kedalam api
berterang-terangan. ( Syaiyid Imam Muhammad

bin Ismail, 29 - 30 )
d. Islam melarang semua usaha untuk memp eroleh
barang haram, seperti cara-cara yang ditempuh
~oleh para pedagang untuk mengambil riba dengan
apa saja yang mereka gunakan, seperti kwitansi-
kwitansi yang meragukan. pan seperti peanjualan
gula dan beras dengan narga tinggi kepada orang
yang sangat berkebutuhan lalu pembeli  yang ber-

kebutuhan tadi menjualnya lagi kepadanya  dengan

harga yang lebin rendah, agar perbvedaan harga
tadi dapat masuk <e<antong penjual, yaitu hal
yang merupakan usaha mengalah dari pengambilan

rente terhadap hutang. (Anmad Muhammad Al-Assol ,
1980 : 1395)

C. Tinjauan Hukum Tentang Peugesahan Atas Terjadinya

Peralihan Hak Atas Tanah
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Tinjauan Hukum Tentang Pengesanan Atas Tergjadinya

Peralihan Hak Atas Tanan

Di muka telan dijelaskan, tanah memegang
peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia
dalam bermasyarakat, tercukupi kebutuhan manusia akan
bahan paagan dikarenakan manusia mampu mengolah dan

mendaya gunakan tanah.

Kemampuan manusia untuk mengolah dan mendaya
gunakan tanan tersebut ternyata tidak terbatas pada
usaha-usaha mencukupi kebutuhan bidang pangan saja,
melainkan untuk usaha-usaha yang lebih luas yang nme-
nyangkut perkembangan kehidupannya, seperti misalnya
tanah untuk perumahan, pendirian untuk berbagai ba-
ngunan industri, perkantoran, peadidikan, tempat

ibadah, tempat untuk pemakaman manusia itu sendiri.

Keadaan tanah terbatas, sedang penduduknya -~
berkembang terus dengan pesatnya, sehingga jumlah
penduduk yang ingin mendayagunakan tanan tidak men-
jadi seimbang dengan keadaan tanahnya. Dalam keadaan
demikian tanpa adanya peraturan yang tegas, maka ta-
nah sering menjadikan mala petaka bagi manusia baik
yang disebabkan karena perebutan hak yang menimbul-
kan perselisihan, maupun pendayagunaan yang salah.

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan ter
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jadinya perselisinan diatas, maka pemilikan tanan bagi
seseorang harus ada bukti-bukti yang disahkan/ dianggap
sah oleh Pemerintah berupa bukti-bukti tertulis yang
berujud dokumen-dokumen sebagai penguat dalam pemilikan

tersebut.

Bukti-bukti pemilikan tanah biasanya dikenal

dengan "Akte Tanah® / Sertiyikat.

Pemilikan akte tanan atau sertivikat itu di-
mak sudkan sebagal pemilik sah atas tanah bila  terjadi

sengketa.

Dalam hukum Islam peraturan tentang pemindahan
hak milik atas tanah berupa bukti-bukti tertulis yang
berujud dokumen-dokumen tidak diatur secara tegas.
Karena zaman dahulu yang dipaxai sebagai alat bukti uta
ma adalah persaksian dan sebagainya berhubung Jjarangnya
cara tulis-meanulis bila dibanding dengan zaman seka-
rang.

Namun dalam hukum pembuktian berlaku suatu asas
umum yaitu barang siapa menyatakan atau mengaku mem=-
punyai suatu hak atau mengemukakan suatu keadaan atau
peristiwa, maka untuk menguatkannya atau membantah hak
orang lain itu, harus dibuktikan terlebih dahulu ten--
tang benar atau tidaknya adanya hak atau peristiwa ter-

sebut. Dengan demikian, maka jika ada seorang mengaku
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mempunyai tanah milik, orang tersebut harus dapat mem-
buktikan atau meaunjukkan surat tanda bukti (pemilikan)

hak milik tanah itu.

Pengesanan atas terjaainya peralihan hak-hak
atas tanah berlaku pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor

10 / 1961, yang berbunyi :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak
atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak
atas tanah sebagai tanggungannya harus dibuktikan
dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang ditunjuk menteri Agraria (selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat) ak-
te tersebut bentuknya ditetapkan oleh Pemerintah,.

Dengan demikian, maka setiap pemindahan hak atas
tanah harus dibuktikan denéan suatu akte yang di buat
oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk menteri Agra-
ria, maka pemindahan dianggap sah apabila cara tersebut

setelah dipenuhi.

. Pemindahan hak atas tanah dengan keharusan untuk
dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di-
hadapan pejabat kalau ditinjau dari sudut pandang hu-
kum Islam, adanya keharusan tersebut merupakan suatu
hal yang dianjurkan, karena menuju kepada kebaikan,bah-
kan adanya persyaratan tersebut bisa dipandang wajib,

karena untuk menjamin kekuatan hukum.

Dalam memandang masalah ini menurut penulis bisa

dipandang wajib walaupun secara tegas hal tersebut ti-
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tidak diatur dalam Hukum lslam. Ketentuan ini berdasar-

kan qaidah yang berbunyi :
I P W y\‘/.,\,nr:(h/»u

Artinya ; Sesuatu yang tidak akan sempurna suatu ke-
wajiban kecuali dengannya, maka penyeuapurnaan tadi hu-

kumnya wajib. ( Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi : 19 )

Dengan berpegang pada qaidah ini, maka peralihan
hak atas tanah belum dianggap sempurna sebelum di -
laksanakan dengan melalui prosedur yang telah ditentu-
kan yaitu harus dibuktikan dengan suatu akte yang di-
buat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk karena
peralihan hak atas tanah tersebut secara formal belum

dapat dibenarkan oleh peraturan yang ada.

Mengikuti akan wajibnya melakukan peralihan hak-
hak atas tanan dengan melalui aturan-aturan formal/res-
mi dengan yang berwenang kiranya sejalan dengan yang

disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :
ANININ 5 N g ) 9 Py gm b0 iVl 1L
(J/)_])—/JU M )z 95 - Msr_‘xj DN (C«é

_}/7‘\/‘/..»—-’ ‘}\J‘-" >
o V) »/J‘J’,N
Artinga : N3 AN Lo

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilan Allah dan
ta'atilan RasulNya dan ulil Anti aiantara kamu ,
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kemudian jika kauu verlainan pendapat tentang se-
suatu, maka kembalikanlan ia kepada Allah Swt.(Al-
Qur'an) dan Rasul Jaw. (Sunnahnya), jika kamu benar
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. ( Al-Qur'an 4 ; 59 )

Juga Al-Qur'an surat Ali Imran berbunyi :

it 3em 7 B et MY i85\, A W ke
Y DOl e S i a5 My
=

y u’\ ' »- R S \
N4 S\ LN e ye _ '
Arctinya : (2052 ey iy s Ly g\

Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada,
kecuali jika mereka berpegang kepada tali (Agama)
Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan me-
reka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mere
ka diliputi kerendahan, yang demikian itu karena
mereka kafir kepada ayat-ayat aAllah dan membunuh
para Nabi tanpa alasan yang benar, yang demikian
itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.
( Al-Qur'an 3 ; 112)

Dalam kedua ayat tersebut diatas nampak bahwa
kita manusia juga diperintabkan narus ta'at pada pimpin
an-pimpinan diantara kita disamping ta'at kepada Allah

dan RasulNya.

@a'at kepada pemimpin meliputi semua peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan olehnya selama peratur-
an-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip
prinsip Agama Islaw. Yang dalam hal ini termasuk per-
aturan pemindahan hak milik atas tananh dengan melalui

prosedur yang ditentukan. Karena penulis menilai bahwa
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peraturan ini meudju kepada suatu Kebaikan dalam hidup
bermasyarakat. Dengau sendirinya harus dita'ati selaua

tidak menuju kepada hal-hal yang negatii.

Dalam sebuan hadié riwayat Ibnu Umar, Rasulullah
S.a.w. bersabda :

B e
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Dari urahan-uraian diatas, maka jelas bahwa ada-
nya pengesahan dari pinak yang berwenang atas terjadi-
nya peralihan hak atas tanah, merupakaa suatu peranan
yang sangat penting dalam menjamin kepastian hak dan
kepastian hukum. Mengingat akan pentingnya hal ini dan
demi terlaksananya kelancaran program tersebut, ke-
semuanya itu juga memerlukan partisipasi dari masyara -

kat.



